Bupati Cirebon

PERATURAM BLPAT CIREBON
NOMOR & TAHUN 2007

TENTANG

BATAS JUMLAN SURAT PERIMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN

(SPP-UP) DAN GANTI UANG PERSEIMAAN (5PP-GU) SERT A

KETENTUAN PENGAJUAN TA MBAHAN UANG PERSEDIAAN (8PP-TU)

Menimbany

Mengingat

TAIEN ANGGARAN 2007
BLEATI CIREDBON

hahwa dalang pengajuan Sural Pormimaan Pembayaran (8PP Uang
Persediaan (UP) <o Gand Uang Persediaan (GU) sesuai  dengan
ketentugn pasul 201 Perawran Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahyn
D06 wemang Pedonan Pengeloluan Kevangan Deerah balwuy kelenwan
mengenai baws jumigh St Permintaan Pembayaran Uang Persediaan
{UP) dan Ganti Lisng Perse divan (GU) ditelapkan dengan  Peraturan
Kepaly Daeraly

bahwa $esval dengan Pasal 202 ayat (3} Perawran Menterd Dalam
Negert Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloluan Keuangan
Docrah bubwy batas jumlah Surnt Fermintaan Pembayaran ‘Tambuhan
Uang Persediaan (SPP-TL bacus mendapat persetojuan dari Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)Y dengan memperhatikan ringian
kebuwhan dm wakw penggunaan dietapkan dalamy Peraturan Kepala
Daeralb;

berdusarkan portimbangan sebagaimana dimaksud pads buruf & dan b,
maka ketentuan mengenai batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran
Flang Persedivian (UP) dun Ganti Uasng Persedinan (GL)) serta ketenmuan
pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambuhan Uing Persediaan
(SPP-TU), periu ditetapkan dengan Peraturan Bupati,

Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 Tentang Pembentukan Daerah
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Tanggal 8 Agusts 1950)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 (entang
Pemerintahan Dacrah (l.embaran Nepara Republik indonesia Tahun
04 Momer 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4437);

Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 3 Tabun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintzh Pusat dan Pemenntahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahun Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

Perawran Pemerimiah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuanpgan Daersh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tshun 2005 Nomor 140, Tambahan Levbarin Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);



Memperhatikan

Menelapkan

5 Perawran Dacrah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Anguaoran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun Anggperan
2007 { Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2047 Nomor 1

Sey B &
6. Perawran Bupati Cirebon Nomor 5 Tabun 2007 tentang Penjabaran

Anggirun Pendapatan dan Belanja Daerab { APBD) Tahun Angparan
2007 ( Berita Dacrah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nemor 6 Seri2),

Peratvran Memen Dabm Negeri Republik |Indonesia Nomor 13 Tahun
X006 lentang Pedoman Pengelelaan Kevangan Daerah.

MEMUTUSK AN:

BATAS JUMILAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
PERSEDIAAN {SPP-Uy DAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-
GU}y SERTA  KETENTUAN  PENGAJUAN TAMBANRAN  UANG
PERSEDIAAN (SPP-TUY TAHUN ANGGARAN 2007,

KE TENTUAN UMUM

Pasal |

Malam Peraturan Bupati ini sang dimaksud dengan:

1.
2

Dacrah adalah Kabupaten Cirebon.
Bupali adalah Bupati Cirebon,

Sawan Kerja Perangkat Daerah yang selanjuinya disebut SKPD adalah
Perangkat  Dacruh  pada  Pemerimah  Dherah  sclaku  Pengguna
Angparapy/Fengpuna Bariang,

Pejabat Pengelols Keuangan Dacrah yang selanjuinya discbut PPKD adalah
Kepala Sawan Kerja Pengelola Keuangan Dacrab yang mempunyai togas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak seluku Bendaharawan Umium
Daerah.

Penggura  Anggaran adalah  pejaban  pemepang  kewereingan  penggunaan
anggaran  untuk  melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD  yang
dipimpmnya.

Kuasa Pengpuna Anpparar adalah pepbal vang diberi kuasa  unigk
melaksanakan  sebagian kewenangan pehggunaan anggaran  dalam
melaksanakan wgas dan fungsi SKPD.

Bendaharawan Umum Daerah yang sclanjuinya dissbui BUD adalah PPKD
vang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendaharawan Umurn Daerah.

Angparan Pendapatan dan Belanja Daerzh yarg selanjuinya disebul APBD
adalah Rencana Keuangan Talman Pemenntahan Daerah yang dibahas dan
diselujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan diteiapkan dengan
Peraturan Daerah



9 Surat Penyediaan Dana yang selanjulnnya disebul SPD adalah dokumen yang
menyatakan tersedianya dapa untik melaksanakan kegiatan scbagai dasar
penerbian Surat Permincaan Pembayaran,

10. Surat Perintah Membayar yang selanjunya discbur SPM adalah dokumen yang
digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
untuk penerbita SP2D das Beban Pengeluaran DP A-SKPD.

Il Suret Perintah Pencairan Dana yang selanpumys discbut SP2D  adatah
Dokumen yang digunakan scbagai dasar pencaitan dana yang diterbitkan oleh
BUD berdasarkan SPM.

SURAT PERMIN TAAN PEMBAY ARAN
UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)

Pasal 2

(I} Surat Permintaan Pembayaran Uang Perscdiaan ( SPP-UP ) merupakan
dokumen yang diajukan olch bendahara pengeluaran untuk permintaan uang
muka kerja vang bersifal pengisian kembali { revolving ) vang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsunp.

(2) SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayal (1) baas jumiah yay dapat
diajukan oleh sefiap bendahara pengeluaran pada masing-masing SKPD
besaran jumlahnya sesuai dengan lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dai Peranran Bupali i,

(3) Besaran jumlah varg persediasn sebagaimana dimak sud pada ayat (2), khusus
untuk Bckinje Banwoan digunakan umuk membayar permohonan bantuan
sampai dengan nilai Rp. 5.000.000.00 (lima jua rupiah) dan Belanja Tidak
Terduga.

SURAT PERIMINTAAN PEMBAYARAN
GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GL)Y

Fasall

(1) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan ( SPP-GU) merupakan
dokumen vang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk  permintaan
penpganti uang persediaan yung tidak dapat dengan pembayaran langsung.

(2)SPP-GU  sebagmmana dimaksud padi ayat (1} batas jumlah yang dapat
digjukan oleh scdsp bendahara pengeluaran pada rmasing-masing SKPD
sehesar  jumiah  vang  persedian  yang tdab  diperpunakan  dan
dipertanggungjawabkan minimal schesar 60 {enam pulub} persen darf jumlah
uang persedian.

SURAT PER!VIN TAAN PEMBAYARAN
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN{SPP-TU)

Pasal 4

(1) Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan ( SPP-TUJ )
merupakan dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran unuk
permintaan iambahan uarg persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD
yang sifainya mendesak dan ndak dapd dilakukan dengan pembayaran
langsuny.



(2}¥SPP-TU sebagaimana dimaksad pada ayat (I) baas jumiah yang dapa
digjukan tdak melebihi ssa atokasi anggaran yang disediakan pada SPD.

(3}SPP-TUi sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayal (2) yang dajukan harus
mendapat persetupan terlebih dahuly dari PPKD,

(4) Dalarn ha PPKD memberikan persetijuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) harus memperhatikan oncian kebuwhan dan wakny penggunaan.

(5) Wake penggunaan Tambahan vang Persedin sebapaimana dimaksud pada
ayat (4} harus dapa digunakan dalam sam bulan sepk diterimanya SP2D.

6) Dalam hal Dana Tambahan Uang tdak habis digunakan dafam 1 (saw)} bulan.
maka sia tambahan vanp disctor ke Kas Umem Daerah

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3
Peraturan Bupati Circbon ini mulai berlaku pada 1anggal dundangkan.
ARAr seliap ofang mengsizhuinya. memerintahkan pengundangkan Peraturan
Bupati Cirebon ni dengan penempatannya ddam Berita Daerah.

Diletapkan di Sumber

Fada 1angpal 3 Maret 1
5 ] ON, -

'{[H:'.[.'II

Diundangkan &
Pada angpal

SEKERT ARIS DAFRAH KABUPATEN CIREBON,

NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR SERI
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NOMOR TAHUN 207 SERI

PERATURAN BLPATI CIREBON

NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG

BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBA YARAN UANG PERSEDIAAN

(SPP-UP} DAN GANT] UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) SERTA

KETENTUAN PENGAJUAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN {SPP-TU}

bienmbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2007
BUPATI CIREBON

batwa dalam pengajan Surat Permintaan Pembayaran {SPP) Uang
Persedizan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GLY) sesuai dengan
ketenuan pasal 201 Peraturan Menteri Datam Newers Nomor 13 Tahun
2006 1entang Pedoman Pengelolzan Keuangan Daerah bzhwa ketentuan
mengenat batas jumlah Surat Penntntaan Pembayaran Uang Persediaan
{UP} dan Ganti Uang Persediaan (GU) ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah;

bahwa sesual denpan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalarn
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeiolaan Keuangan
Daerah bahwa batas jumiah Surm Penmntaan Pembayaran Tambahan
Uang Persedizan (SPP-TU) harus mendapat persetujuan dari Pejabat
Pengelola Keuangan Dacrah (PPKD) dengan memperhatkan rincian
kebuwwhan dan wakw penggunaan ditetapkan dalam Peraturan Kepala
Daeralt;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hymf 2 dan h
maka ketentuan mengenai batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran
Uang Persediaan (UP) den Gann Uang Persediaan (OU) sena ketenuan
pengamuan Surat Pemuntaan Pembayaran Tambahan Usang Persedian
{SPP-TU}, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Tahun 1950 Nomor |4 Temtang Pembentukan Daerah
Kabupaten dalam lingk ungan Propinsi Dijewz Barat (Benla Negara
Tanggal 8 Agustus 1950);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahlun 2004 tentang
Pemerimtahan Daerah (Lembaran Nepara Republk Indonesia Tahun
204 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia
Nomor 4437};

Undang-Undang Eepublik Indonesita Momor 33 Tahun 2004 tentang
Perrmbangan Keuangan Antara Pemeriniah Pusat dan Pemenntahan
Daerah (Lembaran MNegara Republk Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia nomor 4548);



4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daeah (Lembaran Negara Republik
[ndonesta Tahun 2005 Nemor 1[40, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 4578);

3 Peraturan Daerah Kabupaten Crebon Nomor | Tahun 2007 tentang
Angyaran Pendapatan dan Belanja Daaah { APBD ) Tahyn Anggaran
2007 { Lembaran Daerah Kabupalen Cirebon Tatun 2007 Nomor 1
Sen E. 1Yy

6 Peraturan Bupat Cirebon Nomor 5 Tahun 2007 ientang Penabaran

Anggaran Pendapatan das Belanjs Daerah { APAD ) Talum Anggaran
2007 { Berta Dagrah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 6 Seri2),

Memperhatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republk Indonesiz Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pcdoman Peng elotaan Keuangan Daerah

ME MU TUSKAN :

Menetapkan BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
PERSEDIAAN {SPP-UP) DAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-
Gl) SERTA KETENTUAN PENGAJUAN TAMBAHAN UANG
PERSEDIAAN {SPP-TU) TAHUN ANGGARAN 2007

KETENTUAN UMM
Pasal |
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan -
1. Daerah adalash Kabupaten Cirebon.

2. Bupati adalah Bupat Cirebon

3. Sauan Kera Perangkat Daerzh vang selanjuinya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pais
Pemerinizh Daerah selaku Pengguna Anggaran'P engpuna Barang

4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah vang selanjutma dissbut PPKD adalah Kepala Satuan Kena
Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai npas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak selaku Bendahamawan Umum Daerah.

5. Pengguna Anggaran adalah pepbat pemegang kewenanpan petggunaan  anggaran  untuk
meiaksanakan tugas polok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pepbar yang diberi huasa untuk melsksanakan sebagzan
kewenangan penggunaan angparan dalam melaksanakan wyas dan fungsi SKPD.

7Bendaharawan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak
dalam kapasitas sebagai Bendaharawan Umym Daersh

8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjumya disebut APBD adalah Rencana
Keuangan Tahunan Pemenmzhan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintzh
Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peroturan Dacrah,



9 Surat Penyediaan Dana yang selanjutnnya disebut SPD adalah dokumen vang menyatakan
tersedianya dana unuk melaksanakan kegiatan schegai dasar penerbitan Surat Permintaan
Pembayaran.

10. Surat Perintah Membayar yanp selanjunya  dsebut SPM  adaizh  dokumen yang
digunakan/diterbitkan okh Pengpuna Angparan‘Kuasa Pergguna Angparan untuk penerbita
SP2D atas Beban Pengeluaran DPA-SKPD

11. Surat Perintah Pencairan Dana yany selanjulnva disebut SP2D adalab Dokumen vamg digunakan
sebagai dasar pencairan dana yang diterbiikan pleh BUD berdasarkan SPM.

SURAT PERMINTAAN PE!MEAYARAN
UANG PERSEDIAAN (SPP-UM)

Pasal 2

(1) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persedsaan ( SPP.UP ) merupakan dokumen yang diajukan
oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan sejumlah uang wnai yang yang disediakan untwk
satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.

(2) SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1} batas jumlah yang dapam diajukan olsh setap
bendahara pengeluaran pada masing-masing SKPD besaran jurnlahnya sesusi dengan lampiran
yarg merupakan bagian tidak terpisahkan dan Perawran Bupati i,

(3) Besaran jumlah uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus unwk Belanpa
Bantuan digunakan untuk membayar permohenan baniuan sampal dengan nfai Rp. 5.000.000,00
(lima juta rupiah) dan Belanja Tidak Terduga

SURAT PERMAIN TAAN PEMBAYARAN
GANTIUANG PERSEDIAAN (SPP-GL)

Pasal 3

(1) Surat Permintaan Pembayaran Ganu Uang Persedsaan ( SPP-GU ) merupakan dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran umuk permimaan pengpanti weng persediaan yang telah
dibelan jakan.

(2)SPP-GU sebapaimana cmaksud pada ayat (1) batas Jumiak vang dapal diajukan oleh seliap
bendahara pengeluaran pada masing-masing SKPD schesar jumlah uang persedian yang telah
dipergunakan dan dipertanggungiawabkan mirumat sebesar 60 (enam puluh) persen dari jumlah
uang persediaan.

SURAT PERMINTAAN PEMBAY ARAN
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN(SPP.TL)

Pasal 4

(1) Surat Pertmintaan Pembavaran Tambahan Uang Persediaan ( SPP-TU) ) merupakan dokumen
vang diajukan oleh bendahara pengeluaran untk permintaan tambahan uang persediaan guna
melaksanakan keglatan SKPD yang kebutuhan danapya melebihi dari jumlah baas pagu uang
persedian yang telah ditetapkan



{2) S_PP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat () baas jumlagh vang dapai diajukan ndak melebihi
sisa alokasi anggaran yang disedizkan pada SPD,

{B]SPPaTLf sebagaimana dimaksud pada ayal (1) da aya (?) yang dajkan harues mendapat
persetujnan terlebih dahuly dan PPKD.

(4) Dalamn had PPKD memberkan persetujuan schbagammana dimaksud pada ayat (3} harws
memperhatikan rincian kebutthan dan wakm penggunaan
(5) Wakiu penggunaan Tambahan uang Persedian sebagaimana dimaksud a avat (4} h dapat
digunakan dalam sawu bulan sepk dierimanya SP2D. e
{6) Dalam ha Dana Tambahan Uang bdak habis digmakan dalam | (saw} bul ka s
tarrbahan uang disetor ke Kas Umum Daerah : L.
KETENTLUAN PENL TUP
Pasal 5
Peraturan Bupat Cirebon ini mula berlaku pada 1angpal dittapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerinizhkan pehg undangkan  peraturan Bupati Cirebon i
dengan penempatannyz dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.
Duetapkan & Sumber
Pada tanggal 5 Maret 20807

BLFATI CIREBON
TID
DEDI SUPARDI
Diundangkan d

Pada tanggal

J/ SEKRETARIS DAERRA H KABUPATEN CIREBON

llll-F o
ai' NENENG SANLHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR



